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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis digitalisasi pelayanan transportasi sebagai bentuk inovasi pelayanan publik 
di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang 
diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong perubahan pelayanan dari mekanisme manual 
menuju pengelolaan berbasis teknologi informasi, meliputi administrasi, pengelolaan data, pembayaran, 
penyampaian informasi, dan monitoring. Digitalisasi memberikan manfaat berupa peningkatan efektivitas, 
kemudahan akses, transparansi, akuntabilitas, serta keterlacakan proses pelayanan publik. Namun, penerapannya 
menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, konektivitas, kompetensi aparatur, integrasi sistem, 
dan literasi digital masyarakat. Pengembangan digitalisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui 
penguatan sumber daya manusia, integrasi data, keamanan sistem, dan evaluasi pelayanan. 

Kata kunci: Inovasi, Digitalisasi, Pelayanan Publik, Transportasi 

PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi 

telah mengubah cara pemerintah 
menyelenggarakan pelayanan publik (Basyo & 
Anirwan, 2023; Supriyanto, 2016). 
Masyarakat semakin terbiasa memperoleh 
informasi dan menggunakan layanan melalui 
perangkat digital sehingga pemerintah dituntut 
menyesuaikan proses administrasi dengan 
perubahan tersebut (Junianty et al., 2026; 
Katharina, 2021). Pelayanan publik tidak lagi 
hanya diukur berdasarkan tersedianya layanan, 
tetapi juga berdasarkan kemudahan akses, 
kecepatan proses, transparansi, kepastian 

prosedur, dan kemampuan pemerintah 
merespons kebutuhan masyarakat 
(Satyadharma et al., 2026; Sopiandi et al., 
2026). 

Sektor transportasi merupakan salah 
satu bidang pelayanan publik yang memiliki 
interaksi tinggi dengan masyarakat 
(Puspitasari et al., 2024). Pelayanan perizinan, 
administrasi angkutan, pengawasan operator, 
pelayanan pelabuhan, pengelolaan retribusi, 
penyediaan informasi transportasi, serta 
pengawasan operasional membutuhkan 
pengelolaan informasi yang cepat dan akurat. 
Karakteristik wilayah Provinsi Sulawesi 
Tenggara yang memiliki wilayah daratan dan 
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kepulauan semakin memperkuat kebutuhan 
terhadap sistem pelayanan yang mampu 
mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. 

Dalam hal tersebut, digitalisasi dapat 
ditempatkan sebagai bentuk inovasi pelayanan 
publik. Teknologi informasi tidak semata-mata 
digunakan untuk menggantikan dokumen 
kertas menjadi dokumen elektronik, tetapi 
diarahkan untuk mengubah proses pelayanan 
agar lebih efektif dan terukur (Engkus, 2025). 
Digitalisasi juga dapat menjadi instrumen 
untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas karena proses pelayanan dapat 
direkam, dipantau, dan dievaluasi berdasarkan 
data ecara sistematis, sehingga mengurangi 
potensi kesalahan, penyimpangan, dan praktik 
pelayanan yang tidak sesuai standar. 

Konsep inovasi dalam pelayanan 
publik menempatkan perubahan sebagai 
bagian dari upaya pemerintah menghasilkan 
pelayanan yang lebih baik (Sururi, 2016; 
Wibowo & Pratomo, 2021). Inovasi dapat 
berbentuk perubahan proses, penggunaan 
teknologi, pengembangan organisasi, maupun 
pola hubungan antara pemerintah dan 
masyarakat (Ridlowi & Himam, 2018; 
Setiawati et al., 2025). Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan digital, 
teknologi informasi menjadi salah satu 
instrumen penting dalam membangun 
pelayanan yang berorientasi kepada pengguna 
(Isma et al., 2025). 

Penerapan teknologi informasi pada 
sektor transportasi juga berkaitan dengan 
agenda pemerintahan berbasis elektronik 
(Nasikhah, 2019). Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
menekankan pentingnya penyelenggaraan 
pelayanan yang berkualitas dan berorientasi 
pada kebutuhan masyarakat. Sementara itu, 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik memberikan arah bagi pemanfaatan 
teknologi informasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi 
Tenggara memiliki posisi strategis dalam 
penyelenggaraan urusan transportasi daerah 
(Djiddin et al., 2025; Hasina & Satyadharma, 
2023). Berbagai jenis pelayanan membutuhkan 
koordinasi antara aparatur, operator, 
masyarakat, dan pemangku kepentingan 
lainnya.  

Oleh karena itu, penerapan teknologi 
informasi perlu dilihat bukan hanya dari 
keberadaan aplikasi, tetapi dari sejauh mana 
teknologi tersebut mampu menghasilkan 
perubahan terhadap proses pelayanan melalui 
peningkatan efisiensi, kemudahan akses, 
transparansi, responsivitas, akuntabilitas, serta 
kepuasan masyarakat sebagai pengguna 
layanan publik. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis 
digitalisasi pelayanan transportasi sebagai 
bentuk inovasi pelayanan publik di Provinsi 
Sulawesi Tenggara, terutama berkaitan dengan 
perubahan proses pelayanan, manfaat bagi 
masyarakat dan aparatur, penguatan 
transparansi serta akuntabilitas, dan tantangan 
penerapannya. 

METODE  
Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif  
(Hasan et al., 2025). Pendekatan tersebut 
digunakan untuk memperoleh gambaran 
mengenai proses penerapan teknologi 
informasi dalam pelayanan transportasi 
berdasarkan pengalaman dan praktik yang 
berlangsung di lingkungan penyelenggara 
pelayanan. 

Data penelitian bersumber dari hasil 
wawancara dan observasi langsung terhadap 
penyelenggaraan pelayanan pada Dinas 
Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. 
Wawancara dilakukan untuk memperoleh 
informasi mengenai proses digitalisasi, tujuan 
penerapan teknologi, manfaat yang dirasakan, 
hambatan, serta kebutuhan pengembangan 
sistem. Observasi dilakukan dengan 
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mengamati proses pelayanan, penggunaan 
sistem informasi, pengelolaan administrasi, 
dan mekanisme pemantauan pelayanan. 

Analisis data dilakukan secara 
deskriptif melalui tahapan reduksi data, 
pengelompokan informasi berdasarkan tema, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
(Nurrisa & Hermina, 2025).  

Fokus analisis diarahkan pada lima 
aspek, yaitu perubahan proses pelayanan, 
aksesibilitas, efektivitas, transparansi dan 

akuntabilitas, serta keberlanjutan inovasi. 
Keabsahan informasi diperkuat melalui 
perbandingan antara hasil wawancara dengan 
temuan observasi sehingga diperoleh 
gambaran yang lebih utuh mengenai 
penerapan digitalisasi pelayanan transportasi. 
Adapun informan penelitian akan diuraikan 
dalam tabel 1 berikut 

 
 

Tabel 1 Informan Penelitian 
No Nama Informan Jabatan 
1 Dr. Muh. Rajulan, ST.,M.Si Kadishub Sultra (2021-April 2026) 
2 Sellvy Marlina, SE.,ME Kasubag Keuangan Dishub Sultra /  Ketua Tim Inovasi 

Dishub Sultra 
3 Bony Herya, S.Kom Ka UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baubau-Waara 
4 Ferima, S.Si,.MM Ka UPTD Pelabuhan Penyeberangan Torobulu-Tampo 
5 Muhammad Asy`arissafran, ST Staf Subag Keuangan Dishub Sultra / Anggota Tim 

Inovasi Dishub Sultra 
6 Galih Adi Sulistyo, ST.,MT Akademisi Universitas Nadhlatul Ulama Sulawesi 

Tenggara 
Sumber : Data Primer (2026) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Digitalisasi sebagai Bentuk Inovasi 
Pelayanan Transportasi 

Berdasarkan wawancara dan observasi 
langsung, digitalisasi pelayanan transportasi di 
Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan 
perubahan dari mekanisme manual menuju 
pemanfaatan teknologi informasi. Perubahan 
terlihat pada pengelolaan data, penyampaian 
informasi, administrasi pelayanan, 
pembayaran, serta pemantauan kegiatan yang 
dilakukan. 

Informan penelitian menjelaskan 
bahwa penerapan teknologi informasi 
didorong kebutuhan membuat pelayanan lebih 
cepat, tertata, dan mudah dipantau. Mekanisme 
manual membutuhkan pencatatan dan 
pemeriksaan lebih panjang, terutama ketika 
data harus dicari kembali atau digunakan unit 
kerja berbeda (Saffady, 2021). Observasi yang 

dilakukan menunjukkan bahwa sistem digital 
memberikan alternatif dalam pengelolaan 
dokumen dan informasi secara lebih cepat, 
terstruktur, efisien, transparan, dan mudah 
diakses oleh aparatur maupun masyarakat. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa 
digitalisasi menjadi inovasi pelayanan publik 
ketika teknologi digunakan untuk menjawab 
persoalan nyata. Inovasi tidak hanya terletak 
pada aplikasi, tetapi pada perubahan cara kerja 
yang lebih responsif, efisien, kolaboratif, dan 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat, 
sehingga mampu menciptakan nilai tambah, 
meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat 
akuntabilitas, serta mendorong tercapainya 
tujuan pembangunan dan kesejahteraan publik 
secara berkelanjutan.  (Sofianto, 2019).  

Keberadaan sistem digital perlu dilihat 
dari kemampuannya membantu aparatur 
menyelesaikan pekerjaan, menyediakan 
informasi, mendokumentasikan proses, dan 
mendukung pelayanan kepada masyarakat. 
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Gambar 1 Bimtek inovasi Sip-OK oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara 

Sumber : Dishub Sultra (2026) 

Pada sektor transportasi, digitalisasi 
penting karena pelayanan melibatkan berbagai 
aktor dan lokasi. Data operator, kendaraan, 
kapal, pengguna jasa, penerimaan, dan 
aktivitas operasional membutuhkan 
pengelolaan sistematis. Teknologi membantu 
mengubah data pelayanan menjadi informasi 
yang lebih mudah dikelola dan ditelusuri 
(Cohen, 2018). 

 
Penerapan Teknologi Informasi dalam 
Proses Pelayanan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
teknologi informasi diterapkan melalui 
layanan digital yang mendukung administrasi 
dan pengawasan transportasi, meliputi sistem 
informasi pelayanan operator, digitalisasi 
retribusi, dashboard monitoring, serta 
pengelolaan data elektronik. 

Informan penelitian menjelaskan 
bahwa sistem digital membantu pengelolaan 
data karena informasi yang telah dimasukkan 
dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. 
Kondisi ini berbeda dengan mekanisme 
manual yang membutuhkan pencarian 
dokumen fisik. Observasi menunjukkan bahwa 
sistem informasi memudahkan pencatatan dan 
penelusuran informasi. 

Teknologi juga mendukung 
penyederhanaan proses pelayanan. Tahapan 
administratif yang sebelumnya membutuhkan 
pencatatan berulang dapat dilakukan melalui 
sistem sehingga mengurangi pekerjaan 
repetitif. Aparatur dapat lebih fokus pada 
pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, dan 
penyelesaian persoalan (Pambudi & Hidayat, 
2022). 

Selain administrasi, teknologi 
informasi berfungsi sebagai instrumen 
monitoring. Berdasarkan wawancara, 
dashboard memberikan peluang bagi pimpinan 
memperoleh gambaran aktivitas pelayanan 
secara terstruktur. Observasi menunjukkan 
bahwa informasi digital lebih mudah 
digunakan untuk pemantauan dibandingkan 
dokumen manual (Fahlevvi et al., 2025). 

Dengan demikian, teknologi informasi 
tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi 
mendukung fungsi manajemen pelayanan 
publik. Data yang dihasilkan dapat digunakan 
untuk monitoring dan menentukan tindak 
lanjut pelayanan (Chakim et al., 2026). 

 
Digitalisasi dan Transparansi Pelayanan 

Berdasarkan wawancara, salah satu 
manfaat digitalisasi pelayanan transportasi 
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adalah memperkuat transparansi. Sistem 
digital memungkinkan aktivitas pelayanan 
tercatat sehingga proses, transaksi, dan 
aktivitas pengguna lebih mudah ditelusuri. 
Kondisi tersebut mendukung dokumentasi dan 
pengawasan. 

Observasi menunjukkan bahwa 
pencatatan digital memberikan jejak 
administrasi yang lebih terstruktur. Informasi 
dalam sistem dapat digunakan sebagai bahan 
pemeriksaan. Dalam administrasi publik, 
kondisi tersebut penting karena transparansi 
berkaitan dengan kemampuan organisasi 
mempertanggungjawabkan proses pelayanan 
(Trisakti et al., 2021). 

Pada pelayanan transportasi yang 
berkaitan dengan penerimaan daerah, 
digitalisasi retribusi berhubungan dengan 
transparansi transaksi. Pembayaran digital 
mengurangi ketergantungan terhadap transaksi 
tunai dan memungkinkan transaksi tercatat 
dalam sistem. Informan menyatakan bahwa 
pencatatan digital memudahkan penelusuran 
dan pemantauan penerimaan (Az-zahra et al., 
2025). 

Namun, digitalisasi tidak otomatis 
menghasilkan transparansi. Transparansi 
membutuhkan pengaturan akses, keamanan 

data, pembagian kewenangan, dan konsistensi 
pencatatan. Penerapan teknologi perlu disertai 
tata kelola data dan mekanisme pengawasan 
yang jelas (Christian et al., 2025). 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa 
digitalisasi dapat memperkuat akuntabilitas 
apabila data yang dihasilkan dapat digunakan 
untuk pengawasan dan evaluasi (Kusumawati, 
2024). 

 
Dampak Digitalisasi terhadap Kualitas 
Pelayanan Publik 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
digitalisasi memberikan perubahan pada 
kemudahan pengelolaan administrasi dan 
akses informasi. Informan mengemukakan 
bahwa teknologi membantu mempercepat 
pencarian data dan mengurangi pekerjaan 
pencatatan berulang (Lesmana & Januantoro, 
2025). 

Observasi mendukung temuan 
tersebut. Sistem digital memungkinkan data 
pelayanan disimpan secara terstruktur 
sehingga informasi dapat ditelusuri kembali. 
Kondisi ini membantu aparatur bekerja lebih 
sistematis dan mengurangi ketergantungan 
terhadap dokumen fisik. 

 
Gambar 2 Sosialisasi E-Retribusi Pelabuhan sebagai salah satu inovasi Dishub Sultra melalui media sosial 

Sumber : Dishub Sultra (2026)  

Bagi masyarakat dan pengguna jasa 
transportasi, digitalisasi memberikan peluang 

memperoleh pelayanan dan informasi dengan 
lebih mudah (Siswanto, 2025). Informasi 
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tertentu dapat disediakan melalui media digital 
sehingga masyarakat tidak selalu harus datang 
langsung. Teknologi dapat memperpendek 
jarak antara penyelenggara pelayanan dan 
pengguna (Sjachrawy et al., 2025). 

Namun, manfaat digitalisasi 
bergantung pada kemampuan masyarakat 
menggunakan teknologi, ketersediaan 
perangkat, dan akses internet (Khaustova et 
al., 2024). Kondisi geografis Sulawesi 
Tenggara yang memiliki wilayah daratan dan 
kepulauan menjadi pertimbangan dalam 
pengembangan pelayanan digital terutama 
untuk memastikan akses layanan yang merata, 
konektivitas antardaerah, serta kemudahan 
masyarakat di wilayah terpencil. 

Dengan demikian, digitalisasi dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan apabila 
disesuaikan dengan kondisi organisasi dan 
karakteristik masyarakat. Pengembangan 
layanan perlu memperhatikan inklusivitas agar 
teknologi tidak menciptakan kesenjangan 
akses (Heriyanto & Voutama, 2025). 

 
Tantangan Penerapan Digitalisasi 
Pelayanan Transportasi 

Hasil wawancara dan observasi 
menunjukkan beberapa tantangan dalam 
penerapan teknologi informasi. Tantangan 
pertama adalah kesiapan sumber daya 
manusia. Para Informan menjelaskan bahwa 
sistem digital membutuhkan aparatur yang 
mampu menggunakan aplikasi, mengelola 
data, dan memahami prosedur pelayanan 
berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh Renanda 
& Rosidin (2025). 

Tantangan kedua adalah infrastruktur 
teknologi informasi. Observasi menunjukkan 
bahwa pelayanan digital bergantung pada 
perangkat dan konektivitas jaringan. Kondisi 
geografis Sulawesi Tenggara yang luas dan 
kepulauan menjadikan jaringan menjadi salah 
satu faktor penting. Gangguan konektivitas 
dapat memengaruhi pelayanan dan inovasi 

tersebut sehingga diperlukan mekanisme 
alternatif (Irawan et al., 2025). 

Tantangan ketiga berkaitan dengan 
integrasi data. Wawancara pada para informan 
penelitian menunjukkan bahwa berbagai 
sistem perlu dihubungkan agar tidak terjadi 
pencatatan berulang. Sistem yang berjalan 
terpisah berpotensi menghasilkan data tersebar 
dan menyulitkan organisasi memperoleh 
informasi menyeluruh. 

Tantangan keempat adalah perubahan 
budaya kerja. Digitalisasi menuntut perubahan 
dari pola kerja berbasis dokumen menuju pola 
kerja berbasis data dan sistem (Mozin et al., 
2025). Aparatur tidak hanya perlu mampu 
menggunakan teknologi, tetapi juga 
memahami data digital sebagai bagian dari 
pelayanan dan pengambilan keputusan  
(Sarjito & Djati, 2025). 

Masyarakat sebagai pengguna layanan 
juga membutuhkan kemampuan adaptasi. 
Karena itu, digitalisasi perlu disertai sosialisasi 
dan pendampingan agar masyarakat 
memahami prosedur layanan (Ahwani et al., 
2025). Pengembangan teknologi harus berjalan 
bersama peningkatan kapasitas aparatur dan 
pengguna melalui pelatihan berkelanjutan, 
pendampingan teknis, penguatan literasi 
digital, serta peningkatan kemampuan dalam 
mengoperasikan sistem agar pemanfaatan 
teknologi berlangsung efektif, adaptif, dan 
berkelanjutan. 

 
Arah Pengembangan Digitalisasi Pelayanan 
Transportasi 

Berdasarkan sintesis wawancara dan 
observasi, pengembangan digitalisasi 
pelayanan transportasi di Provinsi Sulawesi 
Tenggara perlu diarahkan pada integrasi 
teknologi, sumber daya manusia, proses 
pelayanan, data, dan kebutuhan masyarakat. 
Keberhasilan digitalisasi tidak cukup 
ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi 
oleh perubahan pelayanan yang dihasilkan 
(Roring et al., 2025). 
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Tahap pertama adalah identifikasi 
kebutuhan pelayanan. Sistem digital perlu 
dikembangkan berdasarkan persoalan aparatur 
dan masyarakat sehingga teknologi benar-
benar menjadi solusi. Tahap kedua adalah 
penyederhanaan proses dan pengembangan 
sistem yang mudah digunakan agar dapat 
diterapkan secara optimal (Dwipanilih et al., 
2025). 

Tahap ketiga adalah integrasi data dan 
pengembangan dashboard monitoring. 
Integrasi diperlukan agar data tidak tersebar 
dan dapat digunakan untuk administrasi, 
pengawasan, dan pengambilan keputusan. 
Tahap keempat adalah peningkatan 
kompetensi aparatur dan literasi digital 
masyarakat sebagai pendukung keberlanjutan 
inovasi (Kurniawan & Nasution, 2025). 

Tahap terakhir adalah evaluasi berkala 
untuk mengetahui perubahan yang dihasilkan 
digitalisasi. Evaluasi dapat diarahkan pada 
kemudahan, efektivitas, transparansi, 
akuntabilitas, dan respons terhadap kebutuhan 
masyarakat (Fahmi, 2025). 

Berdasarkan keseluruhan temuan, 
digitalisasi pelayanan transportasi merupakan 
proses transformasi administrasi publik yang 
menggabungkan teknologi dengan perubahan 
organisasi. Teknologi informasi bukan tujuan 
akhir, tetapi instrumen memperbaiki 
pelayanan. Keberlanjutan inovasi 
membutuhkan dukungan aparatur, 
infrastruktur, integrasi data, tata kelola, dan 
orientasi terhadap masyarakat.  

Secara keseluruhan, teknologi 
informasi telah membuka perubahan 
pelayanan transportasi dari pola administratif 
konvensional menuju pelayanan yang lebih 
terdokumentasi, terpantau, dan berbasis data 
(Siswanto, 2025). Namun, perubahan tersebut 
masih memerlukan penguatan sumber daya 
manusia, infrastruktur, integrasi sistem, dan 
kemampuan adaptasi pengguna layanan. 

 
SIMPULAN  

Digitalisasi pelayanan transportasi di Provinsi 
Sulawesi Tenggara menunjukkan perubahan 
dari pelayanan manual menuju pelayanan 
berbasis teknologi informasi yang lebih 
terdokumentasi, terpantau, efektif, dan 
transparan. Hasil wawancara dan observasi 
menunjukkan bahwa digitalisasi mendukung 
pengelolaan data, administrasi, pembayaran, 
monitoring, serta akses informasi. Namun, 
keberlanjutannya memerlukan penguatan 
kompetensi aparatur, infrastruktur, integrasi 
sistem, tata kelola data, literasi digital, dan 
adaptasi masyarakat terhadap pelayanan 
berbasis teknologi. 
Dishub Sultra diharapkan untuk perlu 
memperkuat integrasi sistem, kompetensi 
aparatur, infrastruktur digital, keamanan data, 
serta literasi masyarakat secara berkelanjutan. 
Penelitian selanjutnya perlu mengkaji 
efektivitas digitalisasi melalui perspektif 
pengguna, kepuasan masyarakat, kualitas 
layanan, dan perbandingan antarwilayah 
transportasi. 
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